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Abstract:

This Study Examines The Settlement Of Land Disputes Through
Mediation Based On Simple Principles In Gowa Regency (A Case
Study At The Sungguminasa District Court, Class IA). This Research
Uses Empirical Juridical Research. The Data For This Investigation
Is Based On Direct Interviews With Informants Or Sources, All
Forms Of Documents, Both Written And Photographic, And Laws
And Regulations Closely Related To The Object Being Discussed.
The Results Of The Study Indicate That The Mediation Process Using
Simple Principles In Gowa Regency Is Still Very Less Successful.
This Is Due To Several Factors: Parties Who Do Not Fully
Understand What Mediation Is, Prioritize Their Own Egos And Insist
On Each Other, And Some Legal Advisors Who Take Advantage For
Personal Gain. Recommendations: It Is Hoped That The Parties Can
Better Understand The Process Of Resolving Land Disputes Through
Mediation So That They Do Not Prioritize Their Own Egos And Find
A Fair Solution For The Parties, And That The Supporting Parties
Do Not Exploit The Case For Personal Gain.
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Abstrak:
Penelitian Ini Mengkaji Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah
Dengan Mediasi Berdasarkan Asas Sederhana Di Kabupaten Gowa
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA)..
Penulisan  Ini  Menggunakan Tipe Penelitianpenitian Ini
Menggunakan Penelitian Yuridis Emphiris. Adapun Dasar Data
Investigasi Ini Yaitu Peneliti Melakukan Wawancara Langsung
Dengan Informan Atau Narasumber,Segala Bentuk Dokumen, Baik
Dalam Bentuk Tulisan Ataupun Foto,Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berkaitan Erat Dengan Objek Yang Akan Dibahas.
Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Proses Mediasi Dengan Asas
Sederhana Di Kabupaten Gowa Masih Sangat Kurang Untuk
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Mencapai Keberhasilan, Disebabkan Karena Beberapa Faktor lalah
Para Pihak Yang Belum Paham Betul Dengan Apa Itu Mediasi Lebih
Mementingan Ego Masing-Masing Dan Saling Berikeras Dan
Beberapa Oknum Penasehat Hukum Yang Mengambil Manfaat
Untuk Kepentingan Pribadi. Rekomendasi Penulisan : Diharapkan
Agar Para Pihak Dapat Lebih Memahami Proses Penyelesaian
Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sehingga Tidak Mementingkan
Ego Masing-Masing, Dan Mendapatkan Jalan Keluar Yang Adil
Bagi Para Pihak, Dan Pihak-Pihak Pembantu Yang Tidak
Memanfaatkan Perkara Untuk Kepentingan Pribadi.

Kata Kunci: Asas, Sengketa, Mediasi

PENDAHULUAN

Tanah Merupakan Salah Satu Sumber Daya Alam Yang Penting Untuk Keberlangsungan Hidup
Umat Manusia, Hubungan Manusia Dengan Tanah Bukan Hanya Sekedar Tempat Hidup,
Tetapi Lebih Dari Itu Tanah Memberikan Sumber Daya Bagi Kelangsungan Hidup Umat
Manusia. Begitu Pentingnya Kedudukan Bagi Manusia Tidak Jarang Menyebabkan Terjadinya
Permasalahn Pertanahan.!

Permasalahan Pertanahan Merupakan Isu Yang Selalu Muncul Dan Selalu Aktual Dari Masa
Ke Masa, Seiring Bertambahnya Penduduk, Perkembangan Pembangunan, Dan Semakin
Meluasnya Akses Berbagai Kepentingan.? Proses Penyelesaian Sengketa Dilakukan Dengan 2
(Dua) Cara, Yang Pertama Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Litigasi Atau Di Dalam
Pengadilan, Sedangkan Yang Kedua Adalah Proses Penyelesaian Sengketa Dengan Non-
Litigasi Yaitu Penyelesaian Diluar Pengadilan, Bisa Menggunakan Lembaga Swasta Atau
Kantor Pertanahan Setempat. Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Metode Litigasi Berarti
Menyelesaikan Segala Bentuk Sengketa Tanah, Ada Baiknya Mengutamakan Pencegahan
(Preventif) Dari Pada Menyelesaikan (Represif), Ini Berarti Untuk Mencegah Agar Tidak
Terjerumus Pada Tanah Sengketa, Setiap Akan Melakukan Pembelian Atau Peralihan Hak Atas
Tanah Tersebut Harus Selektif, Dapat Dilakukan Dengan Cara Meneliti Kembali Hak
Kepemilikan Tanah Tersebut Pada Kantor Pemerintah Baik Di Kantor Badan Pertanahan
Nasional Maupun Pemda Terkait Yang Mempunyai Tugas Dan Fungsi Menaungi Bidang
Pertanahan. 3

1 Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto. “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi. Bagian Hukum Bisnis Universitas
Udayana, hlm. 2.

2 Pahlefi. (2014, Maret). Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Agraria, Majalah Hukum Forum Akademika, (Vol.25). hlm. 137.

3 Mudakir Iskandar Syah. (2019). Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer, hlm.167.
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Sengketa Adalah Sesuatu Yang Menyebabkan Perbedaan Pendapat, Pertengkaran,
Pembantahan, Pertikaian, Perselisihan, Perkara. Sengketa Atau Konflik Merupakan Bentuk
Aktualisasi Atas Perbedaan Kepentingan Diantara Kedua Belah Pihak Atau Lebih.* Suatu
Situasi Dimana Kedua Belah Pihak Atau Lebih Dihadapkan Pada Perbedaan Kepentingan,
Tidak Akan Berkembang Menjadi Suatu Sengketa Apabila Pihak Yang Merasa Dirugikan
Hanya Memendam Perasaan Tidak Puas Atau Keprihatinannya. Sebuah Situasi Berubah Atau
Berkembang Menjadi Sebuah Sengketa Apabila Pihak Yang Merasa Dirugikan Menyatakan
Rasa Tidak Puas Atau Keprihatinannya, Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Kepada
Pihak Penyebab KerugianAtau Pihak Lain.’

Munculnya Sengketa Yang Berkepanjangan Mendorong Umat Manusia Mencari Jalan
Penyelesaian Yang Humanist, Mudah, Dan Adil, Dimana Kedua Belah Pihak Tidak Merasa
Dirugikan (Win-Win Solution). Namun Kenyataannya, Mekanisme Hukum Kontinental Yang
Ada Selama IniTidak Mampu Mengakomodir Keinginan Manusia, Sehingga Hampir Setiap
Permasalahan Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Cenderung Menguntungkan
Satu Pihak (Win And Lose Solution) Dan Juga Mahal. Berbagai Penelitian Dan Inovasi
Dilakukan Banyak Pakar Hukum Untuk Mengekspresikan Beragam Model Penyelesaian
Sengketa Sebagai Cita- Cita Yang Luhur Untuk Mencapai Perdamaian, Antara Lain Sebagai
Berikut, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Menyatakan:

“Bumi Air Dan Ruang Angkasa, Termasuk Kekayaan Alam Yang Terkandung Didalamnya Itu
Pada Tingkatan Tertinggi Dikuasai Oleh Negara.”®

Secara Konstitusional Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) Telah
Memberikan Landasan Bahwa Bumi Dan Air Serta Kekayaan Alam Yang Terkandung
Didalamnya Dikuasi Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran
Rakyat”.

“Tanah Memiliki Arti Yang Sangat Penting Bagi Setiap Individu Dalam Masyarakat. Selain
Memiliki Nilai Ekonomis Yang Dapat Dicadangkan Sebagai Sumber Pendukung Kehidupan
Manusia Di Masa Mendatang, Tanah Mengandung Aspek Spiritual Dalam Lingkungan Dan
Kelangsungan Hidupnya. Tanah Merupakan Tempat Pemukiman, Tempat Melakukan Kegiatan
Manusia Bahkan Sesudah Matipun MasihMemerlukan Tanah. Timbulnya Sengketa Hukum
Mengenai Tanah Berawal Dari Pengaduan Suatu Pihak (Orang Atau Badan Hukum) Yang
Berisi Keberatan-Keberatan Dan Tuntutan Hak Atas Tanah Baik Terhadap Status Tanah,
Prioritas Maupun Kepemilikannya Dengan Harapan Dapat Memperoleh Penyelesaian Secara
Administrasi SesuaiDengan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku™.’

4 Sutiyoso, B. (2016), Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Citra Media, hlm.12.

5 Usman, R. (2012). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.30.

6 Effendie, B. (2013). Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya. Bandung:
Penerbit Alumni, hlm.32.

7 Chulaemi, A. (2014). Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan. Majalah
Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Tahun 1992, Nomor 1, hlm. 52
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Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Selanjutnya Disingkat UUPA) Diatur Tentang Hak Hak Atas Tanah Yang Dapat Diberikan
Kepada Warga Negaranya Berupa Yang Paling Utama Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Untuk Memungut Hasil Hutan Dan Hak-Hak
Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Hak-Hak Yang Sifatnya Sementara Sebagaimana
Disebutkan Dalam Pasal 53 UUPA.

Berdasarkan Hal Tersebut Yang Mendasari Lahirnya Perma No.01 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan Ialah Untuk Menyikapi Problematika Hukum Yang Dihadapi
Oleh Masyarakat, Mahkamah Agung RI Sebagai Lembaga Tertinggi Penyelenggara Kekuasaan
Kehakiman Selalu Berusaha Mencari Solusi Yang Terbaik Demi Tegaknya Aturan Hukum Dan
Keadilan. Produk- Produk Hukum Baru Berikut Perangkat Teknisnya Diformulasikan Sesuai
Dengan Kebutuhan Dan Perkembangan Dimensi Hukum. Dalam Rangka Mengatasi
Permasalahan Tertunggaknya Perkara Dan Ketidakpuasan Para Pencari Keadilan Terhadap
Putusan Pengadilan, Mahkamah Agung Berupaya Mengintegritasikan Proses Penyelesaian
Sengketa Alternatif (Non Litigasi). Integrasi Ini Diwujudkan Melalui Penggunaan Mediasi
Sebagai Upaya Damai Di Persidangan. Mekanisme Ini Dikenal Sebagai Lembaga Damai Di
Persidangan. Mekanisme Ini Dikenal Sebagai Lembaga Damai Dalam Bentuk Mediasi Atau
Lembaga Mediasi Yang Bertujuan Untuk Memfungsikan Asas Sederhana Dalam Penyelesaian
Sengketa.

Dengan Segala Permasalahan Yang Ada Dan Telah Mempertimbangkan Banyak Hal Serta
Aspek Yang Melingkupinya, Upaya Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Ke
Dalam Prosedur Mediasi Yang Telah Berlangsung Menjadi Suatu Hal Yang Perlu Dilakukan
Perbaikan. Oleh Karena Itu, Mahkamah Agung Melalui Fungsinya Sebagai Lembaga Yang
Memiliki Kekuasaan Dan Kewenangan Dalam Membuat Peraturan Telah Memberlakukan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan (Selanjutnya Disingkat PERMA Mediasi) Jo PERMA No.3 Tahun 2022
Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Selanjutnya DisingkatPERMA Mediasi
Elektronik). PERMA No0.3/2022 Yang Terlahir Karena Indonesia Juga Harus Menyesuaikan
Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Adanya Peristiwa-Peristiwa Yang Terjadi
Pada Pasca Pandemi Covid-19. Jadi Lahirnya PERMA Ini Sudah Tepat Dengan Kondisi Ketika
Indonesia Mengalami Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Covid-19 (Memasuki Era New
Normal). Apalagi Untuk Masa-Masa Yang Akan Datang, Setelah WHO Mengumumkan
Pandemi Telah Berakhir, Maka PERMA No.3/2022 Ini Akan Lebih Efektif Lagi Jika
Diterapkan D1 Indonesia.

Pengintegrasian Mediasi Kedalam Proses Beracara Di Pengadilan Memiliki Potensi Sebagai
Sarana Untuk Menyelesaikan Sengketa Yang Lebih Ekonomis Baik Dari Sudut Pandang
Kesederhanaan Prosesnya, Biaya Maupun Waktu, Serta Dapat Menciptakan Kondisi Win-Win
Solution Kepada Para Pihak Yang Bersengketa. Dengan Diterbitkannya PERMA Mediasi

8 Syahrizal Abbas. (2011). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.
Jakarta: Kencana, hlm.31-35.
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Diharapkan Dapat Memberikan Akses Yang Lebih Besar Kepada Para Pihak Untuk
Menemukan Penyelesaian Yang Memuaskan Dan Memenuhi Rasa Keadilan.

METODE

Penelitian Ini Menggunakan Strategi Penelitian Yuridis Empiris Yang Dengan Dimaksud Kata
Lain Yang Merupakan Jenis Penelitian Hukum Sosiologis Dan Dapat Disebut Sebagai
Penelitian Secara Lapangan, Yang Mengkaji Ketentuan Hukum Yang Berlaku Serta Yang
Telah Terjadi Dalam Kehidupan Masyarakat. Lokasi Penelitian Merupakan Tempat Atau
Wilayah Dimana Suatu Penelitian Dilakukan, Ditetapkannya Lokasi Penelitian Maka Akan
Mempermudah Peneliti Melakukan Penelitian. Penulis Melakukan PenelitianDi Pengadilan
Negeri Sungguminasa Kelas [A. Alasan Penulis Melakukan Penelitian Dilokasi Tersebut
Dikarenakan Lokasi Mudah Dijangkau Oleh Peneliti. Lokasi Ini Juga Dipilih Oleh Peneliti
Berdasarkan Pada Data Yang Akan DitelitiDengan Melakukan Pra Wawancara Terhadap
Narasumber Atau Informasi Yang Tepat Dan Bisa Memenuhi Data Penelitian Secara Mudah
Dan Transparan. Penelitian Yang Dilakukan Untuk Dapat Mengumpulkan Data Atau
Informasi Diperoleh Dari Dua Sumber. Sumber Data Tersebut Adalah: Sumber Data Utama
(Primer), Yaitu Sumber Data Yang Dapat Memberikan Informasi, Fakta Dan Gambaran
Peristiwa Yang Diinginkan Dalam Penelitian Atau Sumber Pertama Dimana Sebuah Data Yang
Didapatkan Langsung Oleh Peneliti. Data Primer Diperoleh Dari Studi Lapangan Yang
Berkaitan Dengan Pokok Penelitian, Yang Diperoleh Melalui Wawancara Langsung Dengan
Informan Atau Narasumber. Sumber Data Tambahan (Sekunder), Yaitu Segala Bentuk
Dokumen, Baik Dalam Bentuk Tulisan Maupun Foto Atau Sumber Data Kedua Sesudah
Data Primer. Meskipun Disebut Sebagai Sumber Data Kedua (Tambahan), Dokumen Tidak
Biasa Diabaikan Dalam Suatu Penelitian, Terutama Dokumen Tertulis Seperti Buku, Jurnal,
Arsip, Dokumen Pribadi Maupun Resmi. Adapun Yang Menjadi Populasi Dalam Penelitian Ini
Adalah Pejabat Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas A Karena Tidak Semua Dapat Diteliti,
Maka Peneliti Menetukan Sampel Sebagai Berikut : Pejabat Pengadilan Negeri Makassar Kelas
IA Dan Penasehat Hukum Penelitian Ini Teknik Yang Digunakan Yaitu: Wawancara Dan
Dokumentasi. Data Yang Diperoleh Baik Data Primer Maupun Sekunder Dianalisis Secara
Kualitatif, Dengan Pendekatan Deskriptif Yaitu Menganalisis Data Yang Diperoleh Dari
Studi Lapangan Dan Kepustakaan Dengan Cara Menjelaskan Dan Menggambarkan
Fenomena Atau Kenyataan-Kenyataan Yang Diamati Di LapanganDengan Lebih Spesifik,
Transparan, Dan Mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Penerapan Asas Sederhana Dalam Proses Mediasi Sengketa Terhadap
Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Gowa
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Perkawinan Merupakan Salah Satu Dimensi Kehidupan Yang Sangat Urgen Dalam Kehidupan
Sosial Manusia, Tak Heran Jika Masing-Masing Agama Dan Negara Mengatur Masalah
Perkawinan. Bahkan Masyarakat Dan Intuisi Negara Juga Turut Mengatur Perkawinan Yang
Berlaku Di Kalangan Masyarakat Sendiri. Pembentukan Sebuah Keluarga Melalui Perkawinan
Merupakan Jalan Yang Benar Yang Dipilih Oleh Seluruh Ajaran, Baik Agama Samawi Maupun
Agama Ardhi Untuk Menghindari Seks Bebas.’

Indonesia Merupakan Kepulauan Yang Memiliki Suku, Budaya Dan Adat Istiadat Yang
Berbeda, Selain Itu Penduduk Di Indonesia Juga Diikat Dengan Yang Namanya Aturan Yang
Berbentuk Undang-Undang. Salah Satu Undangundang Yang Mengikat Manusia Sebagai
Warga Negara Yang Tinggal Didaerahnya Adalah Undang-Undang Bpertanahan Yaitu
Undang-Umdang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Dengan Kepemilikan Wilayah
Tersendiri Dengan Memiliki Kemajemukan Tersebut Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa
Penggunaan Tanah Dari Wilayah Satu Kewilayah Yang Lain Sangat Banyak Dibutuhkan.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Menetapkan Sistem Pendaftaran Tanah
Yang Diwajibkan Di Seluruh Indonesia Untuk Memastikan Bahwa Ada Kepastian Hukum Atas
Tanah, Sebagaimana Yang Telah Digariskan Pada Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.6
Berdasarkan Ketentuan Ayat (1) Dan (2) Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, Pendaftaran
Tanah Atau Pendaftaran Hak Atas Tanah Menghasilkan Sertifikat Tanah Yang Membuktikan
Adanya Hak Atas Tanah.'°

Secara Umum, Masalah Tanah Di Indonesia Dapat Dibagi Menjadi Empat Kategori: Pengakuan
Hak Milik Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Pembebanan Hak, Dan Pendudukan Eks
Tanah Partikelir. Masalah-Masalah Ini Tidak Hanya Berhubungan Dengan Faktor Produksi,
Namun Pula Memainkan Peran Penting Dalam Interaksi Sosial Dan Perkembangan Dalam
Masyarakat. Selain Itu, Meningkatnya Konflik Agraria Terkait Erat Dengan Semakin
Seringnya Perampasan Tanah (Land Grabbing). Perampasan Tanah Juga Merupakan Bagian
Dari Ekspansi Kapitalisme Yang Dilakukan Melalui Penerapan Undang-Undang Agraria Baru
Yang Menekan Rakyat Kecil.

Terdapat Berbagai Macam Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Perkara Pertanahan, Diantaranya
Seperti Terjadinya Sengketa Pertanahan Yang Mana Dijelaskan Dalam Pasal 1 Ayat (2)
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Selanjutnya Disebut
PERMEN ATR/BPN Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan) Yaitu Perselisihan
Tanah Antara Orang Perseorangan, Badan Hukum, Atau Lembaga Yang Tidak Berdampak
Luas. Dapat Pula Disebabkan Karena Adanya Konflik Pertanahan Yang Dijelaskan Dalam
Pasal 1 Ayat (3) PERMEN ATR/BPN Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Yaitu

9 Sri Wahyuni, 2020, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1,
hlm. 70-71
10 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
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Perselisihan Tanah Antara Orang Perseorangan, Kelompok, Golongan, Organisasi, Badan
Hukum, Atau Lembaga Yang Mempunyai Kecenderungan Atau Sudah Berdampak Luas.

Ada Pula Aturan-Aturan Yang Dapat Menjadi Penghambat Untuk Bisa Mencapai Tujuan
Masing-Masing Pihak Dan Setiap Pihak Yang Berselisih Tentunya Akan Berupaya Maksimal
Agar Dapat Mencapai Tujuannya, Sehingga Potensi Terjadinya Sebuah Perkara Semakin Besar.
Dengan Adanya Hal Tersebut, Senantiasa Berimplikasi Pada Timbulnya Suatu Perkara
Pertanahan Dalam Masyarakat.'!

Salah Satu Perselisihan Yang Terjadi Di Masyarakat Adalah Perkaraperdata. Perkara Perdata
lalah Suatu Perkara Yangterjadi Antara Pihak Yang Satu Dengan Pihak Lainnya Dalam
Hubungan Keperdataan. Dalam Hubungan Keperdataan Antara Pihak Yang Sedangberperkara
Umumnya Diselesaikan Melalui Pengadilan Untuk Mendapat Keadilan Yang Seadil-Adilnya.'?

Sengketa Hukum Adalah Sengketa Yang Memiliki Konsekuensi Hukum, Baik Karena
Pelanggaran Hukum Atau Karena Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Yang Diatur Oleh Hukum.
Setiap Sengketa Hukum Memiliki Potensi Untuk Dituntut Di Hadapan Institusi Hukum Negara,
Seperti Pengadilan Atau Institusi Penegak Hukum Lainnya.'3

Sebelum Proses Persidangan, Perkara Gugatan Yang Telah Didaftarkan Harus Melaksanakan
Proses Mediasi Terlebih Dahulu. Setiap Hakim, Mediator Dan Para Pihak Wajib Mengikuti
Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Yang Diatur Dalam Peraturan Ini. Pada Hari
Sidang Pertama, Hakim Mewajibkan Para Pihak Untuk Menempuh Mediasi. Mediasi
Merupakan Hal Yang Wajib Dalam Setiap Penanganan Wajib Dalam Setiap Penanganan
Perkara Perdata, Apabila Mediasi Berhasil, Para Pihak Dengan Bantuan Mediator Wajib
Merumuskan Secara Tertulis Kesepakatan Yang Dicapai Dan Ditandatangani Oleh Para Pihak
Dan Mediator. Para Pihak Wajib Menghadap Kembali Kepada Hakim Pada Hari Sidang Yang
Telah Ditentukan Untuk Memberitahukan Kesepakatan Perdamaian Agar Dikuatkan Dalam
Bentuk Akta Perdamaian, Namun Ada Juga Yang Tidak Sampai Pada Pembuatan Akta
Perdamaian Karena Gugatan Dicabut Sebaliknya, Apabila Mediasi Gagal Maka Akan
Dibuatkan Berita Acara. Segera Setelah Menerima Pemberitahuan Tersebut, Hakim
Selanjutnya Pemeriksaan Perkara Sesuai Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku.

Misalnya Mengenai Proses Lamanya Persidangan, Dalam Aturanya Asas Cepat, Sederhana
Dan Biaya Ringan Diatur Didalam Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Hakim Dimana Didalam Asas Tersebut Yang Menjadi Kekuasaan Adalah Hakim Dan Yang
Menentukan Bias Tidaknya Berjalan Suatu Asas Tersebut. Oleh Karenanya, Penyelesaian
Sengketa Melalui Perdamaian Secara Mediasi Tampaknya Mempunyai Prospek Dan Peluang
Untuk Dikembangkan Serta Diberdayakan Di Pengadilan. Namun, Tidak Mengurangi
Pentingnya Peranan Peradilan Formal, Keduanya Tetap Dibutuhkan Dalam Dunia Praktik

11 Saidina Irhamna, 2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan
Lombok Barat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, him. 1.

12 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012) h. 5

13 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.
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Hukum. Untuk Itu, Mediasi Dan Proses Peradilan Formal Dikolaborasikan Agar Terwujud Asas
Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.'

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Dan Terakhir Diganti Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Sebenarnya, Mediasi Bukanlah Merupakan Bagian
Dari Lembaga Litigasi, Namun Kemudian Sekarang Ini Lembaga Mediasi Sudah Menyeberang
Memasuki Wilayah Pengadilan. Dapat Dikatakan Bahwa Mediasi Merupakan Pengembangan
Dan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Yang Terdapat Dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg
Tentang Perdamaian (Vrede) Yang Telah Ada Sebelumnya, Yang Mengharuskan Hakim Dalam
Menyidangkan Perkara Dengan Sungguh-Sungguh Dan Mengusahakan Perdamaian Diantara
Pihak Yang Berperkara.'>

Proses Mediasi Dilakukan Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Terhitung Sejak Diterimanya
Pemberitahuan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Atau Mahkamah Agung. Berdasarkan Hasil
Wawancara Penulis Dengan H. Syahbuddin, S.H. Selaku Hakim Dan Juru Bicara Pengadilan
Negeri Sungguminasa Kelas [A, Pada Umumnya Mediasi Selesai Dalam Waktu Yang Relative
Cepat Dan Tidak Sampai Dengan 30 Hari. Kalo Dikatakan Bagaimana Mediasi Itu Dikatakan
Sederhana Dan Cepat , Sebenarnya Semua Itu Tergantung Pada Pihak-Pihak Yang Berperkara
Ini Hadir Dan Lengkap Untuk Dilakukan Mediasi, Setelah Itu Otomatis Mediator Akan
Melaksanakan Tugasnya Untuk Memediasi Mereka, Jdi Dipertemukan Kedua Bela Pihak,
Kelemahan Mediasi Tersebut Apabila Salah Satu Pihak Yang Bersengketa Tidak Mau
Memberikan Penjelasannya Terkait Sengketa Yang Sudah Masuk Dibagian Seksi Sengketa,
Konflik Dan Perkara. Di Sini Mediator Tidak Bisa Melakukan Prosedur Yang Sudah
Ditentukan, Para Pihak Akan Diminta Untuk Memberikan Keterangan-Keterangan Dengan
Disertai Bukti-Bukti Terkait Permasalahan Yang Ada. Akan Tetapi, Mediasi Yang
Dilaksanakan Sebagian Besar Menemukan Jalan Buntu Dengan Kata Lain Gagal Untuk
Mediasi.'®"

Menurut Penulis Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Sungguhminasa
Kelas TA Sudah Sesuai Dengan Prosedur Yang Dicantumkan Didalam PERMA No.l Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, Jumlah Mediator Yang Ditetapkan Oleh
Ketua Pengadilan Negri Sunnguminasa Dapat Dilihat Pada Table Dibawah Ini :

14 Nurnanungsi Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelasaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta; PT.
RajaGrafindo Persada, 2012), h.8

15 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

16 H, Syahbuddin, S.H,. Hakim dan juru bicara Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas IA. Wawancara.
Gowa, 2 juni 2025
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Tabel 1
Mediator Dan Jabatan
No Nama Jabatan
1 Ahmad Bukhori, S.H., M.H. Ketua
2 | Mathius, S.H., M.H. Hakim
3 | Raden Nurhayati, S.H., M.H. Hakim
4 | H, Syahbuddin, S.H. Hakim
5 | Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H. Hakim
6 | Hj. Rosdiati Samang, S.H. Hakim
7 | Aliya Yustitia Sagala, S.H. Hakim
8 | Lely Salempang, S.H., M.H. Hakim

Sumber: Official Web Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2025

Berdasarkan Presentase, Penyelesaian Perkara Yang Berhasil Mencapai Kesepakatan Damai
Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Tahun 2022 Sampai Pada Tahun
2025 Hanya Ada 2 Kasus Yang Selesai Dengan Mediasi Persentase Kemungkinan Sangat Kecil
Sebesar 0,01%. Dengan Demikian Dapat Diketahui Bahwa Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan
Negeri Sungguminasa Belum Efektif Sebagaimana Yang Diharapkan. Hal Ini Disebabkan Oleh
Masih Banyaknya Perkara Yang Gagal Dimediasi.

Berdasarkan Pengamatan Penulis, Bahwa Penerapan Mediasi Di Pengadilan Sungguminasa
Sebagian Besar Tidak Berjalan Baik Sesuai Asas Sederhana. Dapat Dilihat Tingkat
Keberhasilan Mediasi Selama Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Hanya Sebanyak 2 Kasus Yang
Berhasil Melaukan Mediasi Dari Banyaknya Perkara Perdata Yang Di Mediasi, Pengadilan
Negeri Sungguminasa Sehingga Pelaksanaan Mediasi Di Beberapa Perkara Yang Gagal Bisa
Dikatakan Membuang Waktu Dan Memerlukan Biaya Tambahan Dalam Proses Mediasi.
Setelah Ditetapkannya Mediator Oleh Hakim Pemeriksa Perkara, Maka Persidangan Ditunda
Untuk Dilakukannya Mediasi, Proses Mediasi Berlangsung Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari
Terhitung Sejak Penetapan Perintah Melakukan Mediasi'”

Sebagaimana Diatur Dalam Hukum Acara Perdata, Sebelum Masuk Ke Tahap Pemeriksaan
Pokok Perkara, Pengadilan Negeri Sungguminasa Terlebih Dahulu Memberikan Kesempatan
Kepada Para Pihak Untuk Menempuh Jalur Mediasi. Waktu Mediasi Ini Bertujuan Untuk
Mendorong Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dan Menghindari Proses Litigasi Yang
Panjang Dan Melelahkan. Namun, Jika Upaya Tersebut Menemui Jalan Buntu Karena Kedua

17 Pasal 24 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016
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Belah Pihak Tetap Bersikukuh Pada Posisi Masing-Masing Tanpa Ada Titik Temu. Mediasi
Pun Dinyatakan Tidak Berhasil (Gagal), Dan Persidangan Berlanjut Ke Tahap Pembuktian.

Setelah Mediasi Dinyatakan Gagal, Sidang Berlanjut Ke Tahapan Penting, Yaitu Penyampaian
Media Pertahanan Oleh Pihak Tergugat. Pada Tahap Ini, Tergugat Diberikan Waktu Oleh
Majelis Hakim Untuk Menyusun Dan Menyampaikan Jawaban Terhadap Gugatan, Termasuk
Alat Bukti, Dokumen Sah, Serta Saksi Yang Dapat Mendukung Dalil Pembelaan. Waktu Media
Pertahanan Menjadi Sangat Krusial, Karena Di Sinilah Tergugat Dapat Menangkis Setiap Dalil
Yang Diajukan Oleh Penggugat. Dalam Praktiknya, Media Pertahanan Juga Dapat
Disampaikan Dalam Bentuk Tertulis Maupun Lisan, Tergantung Keputusan Hakim Dan
Kesiapan Kuasa Hukum Tergugat.

Pengadilan Negeri Sungguminasa, Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama, Memiliki
Peran Strategis Dalam Menjamin Bahwa Seluruh Proses Persidangan Berjalan Sesuai Prinsip
Due Process Of Law Menjunjung Tinggi Asas Keadilan, Keterbukaan, Dan Kesempatan Yang
Sama Bagi Kedua Belah Pihak. Dalam Kasus Sengketa Tanah, Pengaturan Waktu Mediasi Dan
Media Pertahanan Tidak Hanya Merupakan Prosedur Formal, Tetapi Juga Cerminan Dari
Upaya Sistem Hukum Untuk Menyelesaikan Konflik Masyarakat Secara Adil, Manusiawi, Dan
Bermartabat. '8

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Berhasilan Mediasi Sengketa Tanah
Berdasarkan Asas Sederhana Di Kabupaten Gowa

Secara Fisik Manusia Adalah Makhluk Yang Lemah Dibandingkan Dengan Makhluk Lainnya,
Namun Dengan Intelektualitasnya Manusia Mampu Untuk Bertahan Hidup Dan
Mengendalikan Fungsi-Fungsi Dalam Lingkungan Secara Luas Menjadi Bagian Dari Sarana
Untuk Memenuhi Hajat Dan Kebutuhan Hidupnya.Dimensi Berfikir Manusia Berkembang
Jauh Lebih Pesat Dibanding Kemampuan Lingkungan Untuk Mendukungnya, Sehingga
Keseimbangan Dalam Interaksi Sosial Lambat Laun Mulai Menunjukkan Gejala Yang
Mengkhawatirkan Karena Komunikasi Antar Individu Dalam Sub Sistem Lingkungan Telah
Terkontaminasi Oleh Reaksi Negatif Dari Perubahan Sosial Yang Tidak Terkontrol."

Sejak Zaman Dahulu Hingga Saat Ini, Konflik Pertanahan Telah Menjadi Isu Yang Berakar
Kuat. Akar Dari Konflik Pertanahan Menjadi Faktor Mendasar Yang Memicu Timbulnya
Masalah Tersebut. Seperti Permasalah Terkait Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Dan Peralihan
Hak Atas Tanah Yang Mana Sering Dijumpai Dalam Permasalahan Sengketa Tanah Di
Indonesia. Keberadaan Tanah Yang Jumlahnya Terbatas Dan Kebutuhan Terhadap Tanah Yang
Banyak Diperlukan, Mengakibatkan Terjadinya Konflik Pertanahan Berkepanjangan. Sehingga
Penting Untuk Mengidentifikasi Dan Mencatat Akar Permasalahan Konflik Pertanahan Guna
Mencari Solusi Dan Pendekatan Penyelesaian Yang Tepat.

18 Wawancara H. Syahbuddin, S.H,. Hakim dan juru bicara Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas IA.
Wawancara. Gowa, 2 juni 2025

19 Mohammad Muhibbin, “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah”, (AlRisalah Forum
Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1, 2017)
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Tanah Memiliki Keterbatasan Sumber Daya Dan Kepentingan Ekonomi Yang Tinggi, Sehingga
Seringkali Terjadi Persaingan Untuk Menguasai Dan Mengelola Tanah. Kepentingan Yang
Bersaing Ini Dapat Menciptakan Konflik Antarindividu Atau Kelompok. Begitu Berartinya
Tanah Bagi Kehidupan Manusia, Hingga Setiap Orang Terkadang Akan Selalu Mencari Cara
Untuk Menguasai Dan Memilikinya. Tanah Merupakan Bagian Penting Dari Wilayah Suatu
Negara, Dan Tanah Merupakan Komponen Penting Dalam Pembentukan Dan Stabilitas
Negara.?’

Adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi Sengeketa Tanah Berdasarkan Asas
Sederhana Di Kabupaten Gowa, Sebagai Berikut:

1. Sikap Para Pihak Dalam Sengketa

Salah Satu Faktor Utama Yang Menyebabkan Proses Mediasi Tidak Berhasil Adalah Sikap
Dari Para Pihak Yang Terlibat Dalam Sengketa, Baik Dari Pihak Penggugat Maupun Tergugat.
Dalam Banyak Kasus, Masing-Masing Pihak Cenderung Memiliki Keyakinan Yang Sangat
Kuat Bahwa Merekalah Pemilik Sah Atas Objek Sengketa Tersebut. Keyakinan Ini Biasanya
Didasarkan Pada Bukti-Bukti Atau Pengalaman Historis Masing-Masing Pihak, Yang Dalam
Pandangan Mereka Sudah Cukup Untuk Membenarkan Klaim Kepemilikan Tersebut. Namun,
Sikap Saling Mempertahankan Klaim Kepemilikan Ini Sering Kali Disertai Dengan Penolakan
Terhadap Sudut Pandang Atau Bukti Yang Diajukan Oleh Pihak Lawan. Akibatnya, Proses
Mediasi Yang Seharusnya Menjadi Ruang Untuk Mencari Solusi Bersama Secara Damai Justru
Berubah Menjadi Ajang Mempertahankan Posisi Masing-Masing Secara Kaku. Ketidaksiapan
Untuk Membuka Diri Terhadap Alternatif Penyelesaian, Serta Keengganan Untuk Memahami
Posisi Dan Kepentingan Pihak Lain, Menjadi Hambatan Serius Dalam Tercapainya
Kesepakatan Bersama.

Lebih Lanjut, Sikap Defensif Dan Penuh Kecurigaan Terhadap Itikad Pihak Lawan Dalam
Mediasi Juga Kerap Memperkeruh Suasana. Hal Ini Menyebabkan Komunikasi Menjadi Tidak
Efektif, Bahkan Tidak Jarang Berkembang Menjadi Konfrontatif. Dalam Kondisi Seperti Ini,
Peran Mediator Menjadi Sangat Terbatas Karena Mediasi Hanya Akan Berhasil Apabila
Terdapat Kemauan Dari Kedua Belah Pihak Untuk Berkompromi Dan Membangun
Kesepahaman. Dengan Demikian, Dapat Disimpulkan Bahwa Keberhasilan Mediasi Sangat
Bergantung Pada Kesiapan Mental Dan Sikap Terbuka Dari Para Pihak Untuk Menyelesaikan
Konflik Secara Damai. Tanpa Adanya Itikad Baik Dan Kesediaan Untuk Berdialog Secara
Konstruktif, Proses Mediasi Akan Cenderung Menemui Jalan Buntu.

2. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi Merupakan Salah Satu Penyebab Signifikan Yang Dapat Mempengaruhi Tidak
Berhasilnya Proses Mediasi, Dalam Konteks Ini, Ekonomi Tidak Hanya Merujuk Pada Kondisi
Finansial Para Pihak, Tetapi Juga Mencakup Kepentingan Ekonomi Yang Melekat Pada Objek
Sengketa Itu Sendiri. Nilai Tersebut Menjadi Motivasi Utama Bagi Para Pihak Untuk
Mempertahankan Klaim Kepemilikan Masing-Masing, Karena Menyangkut Keuntungan

20 Triana Rejekiningsih, 2016, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan
Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia), Yustisia, Vol. 5 No. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, hlm. 299.
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Material Yang Besar Di Masa Depan. Hal Ini Mendorong Munculnya Sikap Keras Kepala Dan
Ketidakmauan Untuk Berkompromi, Karena Setiap Pihak Merasa Akan Mengalami Kerugian
Finansial Apabila Harus Mengalah Atau Membagi Hak Atas Objek Tersebut.

Pihak Yang Memiliki Keterbatasan Ekonomi Mungkin Merasa Terbebani Dengan Biaya
Tambahan Yang Timbul Dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Meskipun Mediasi Pada
Dasarnya Merupakan Mekanisme Penyelesaian Non-Litigasi Yang Lebih Murah Dibandingkan
Proses Pengadilan. Keterbatasan Finansial Juga Bisa Memengaruhi Kualitas Pendampingan
Hukum Atau Akses Terhadap Informasi Hukum Yang Dimiliki Oleh Salah Satu Pihak,
Sehingga Menyebabkan Ketimpangan Posisi Tawar Dalam Proses Mediasi.

3. Faktor Profesi

Faktor Profesi Juga Merupakan Salah Satu Aspek Yang Dapat Mempengaruhi Tidak
Berhasilnya Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. Profesi Para Pihak Yang
Bersengketa Dapat Memengaruhi Cara Pandang, Sikap, Serta Pendekatan Mereka Terhadap
Proses Penyelesaian Konflik Secara Damai. Dalam Beberapa Kasus, Latar Belakang Profesi
Tertentu Justru Mendorong Munculnya Rasa Superioritas, Otoritas, Atau Bahkan Dominasi
Dalam Proses Mediasi.

Perbedaan Profesi Juga Bisa Menyebabkan Perbedaan Dalam Persepsi Terhadap Cara Padang
Sebuah Perkara. Ketidaksesuaian Cara Pandang Ini Bisa Menghambat Proses Pencapaian
Kesepahaman Bersama Pada Akhirnya Menyebabkan Ketimpangan Posisi Tawar Dalam Proses
Mediasi. Ketidakseimbangan Ini Dapat Menciptakan Suasana Yang Tidak Adil Dan Membuat
Salah Satu Pihak Merasa Dirugikan, Sehingga Memilih Untuk Tidak Melanjutkan Mediasi.
Dengan Demikian Mediator Perlu Memiliki Sensitivitas Terhadap Dinamika Profesi Ini Agar
Dapat Menciptakan Suasana Mediasi Yang Seimbang, Setara, Dan Kondusif Bagi Tercapainya
Kesepakatan Yang Adil Bagi Semua Pihak.?!

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Pada Penulisan Ini Adalah Penerapan Asas Sederhana Dalam Proses Mediasi
Sengketa Tanah Di Kabupaten Gowa Dalam Mencapai Kesepakatan Yang Adil Dan
Memuaskan Bagi Kedua Belah Pihak lalah Mediasi Yang Dilaksanakan Sebagian Besar
Menemukan Jalan Buntu Dengan Kata Lain Gagal Untuk Mediasi, Penyelesaian Perkara Yang
Berhasil Mencapai Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Sungguhminasa
Pada Tahun 2022-2025 Hanya Ada 2 Kasus Yang Selesai Dengan Mediasi Pelaksanaan
Mediasi Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kab. Gowa Belum Efektif Sebagaimana Yang

21 Wawancara H. Syahbuddin, S.H,. Hakim dan juru bicara Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas IA.
Wawancara. Gowa, 2 juni 2025
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Diharapkan. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Berhasilan Pelaksanaan Proses

Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negri Sungguminasa Yaitu
Faktor Ketidakterbukaan Para Pihak, Egoisme, Dan Sikap Defensif Dari Pihak Yang
Bersengketa, Faktor Ekonomi, Dan Faktor Profesi.
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